
Menteri Penncanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Penbangunan Nasional

SAUNAN
KEPUTUSAN MXNITRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI
NOMOR KEP. 5 / M.PPN /HK/ 07 / 201,9

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMA AGRARIA NASIONAL

MXNTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang a bahwa dalam rangka menyel enggarakan fungsi koordin ast dan
perumusan kebijakan dalam pelaksanaan reforma agraia nasional
y ang mellbatkan Kementerian/ Le mbaga terkait, Pemerintah D aer ah,
dan Organisasi non pemerintah, perlu dilakukan koordinasi dengan
instansi terkait;

bahwa berdasarkan pertimbang an sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria
Nasional;

bahwa pejabat dan pegawai yang nan:.anya ter.canturn dalanr
Lampfuan Keputusan rni dianggap mampu dan memenuhi

1rletsyatatan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai ang3ota
Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasionai;

Mengingat i. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Ketetapan Majelis Permusyawatatan Ralg,at Republik Indonesia
Nomor IX/MPR / 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam:

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembar Nesara Tahun 1960 Nomor 104,
tambahan lrmbar Negara Nomor 2043) 

.t

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahw 2OOS tentang Keuangan Negara
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47,
Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor' 4286);

b

c

5. Undang-Undang ...



Menetapkan

PERTAMA

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangwan Nasional (kmbarun Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (l*mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2078 Nomor 223, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

7. Perattaran Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan AnSSaran dan Belanja Negara;

8. Peratrran Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara;

9. Peratvran Presiden Nomor 65 Tahsn 2015 tentanS Kementerian
P e rc nc anaan P emb angunan Nasional I

10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 201,5 tentang Badan

Petencanaan Pembangrnan Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun
2076 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerran Perencanaan
Pembangwan Nasional/ Badan Petencanaan P embangunan Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Peratutan Menteri Perencanaan
Pembangttnan Nasional/Kepala Bada:n Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

72. Petatt;ran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun
2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan
dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MXMUTUSIGN:

KEruTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPAI.A, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TENTANG PEMBENTT.JKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMA

AGRARIA NASIONAL.

Membentuk Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional untuk
selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam l,awpiran Keputusan ini.
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tim Koordinasi StrateSis terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim
Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi,
membimbinS, dan memantau kemajuan dan memberi saran penTecahan

atas permasalahan Wlaksanaan kegiatan.

P enanggung J aw ab bertugas :

a. bertanggung jawab secara amum terhadap pelaksanaan kegiatan;

b. melakukan koordinasi lintas sektor dalam proses pen)'usunan
kebijakan, sttategi" dan rencana ke\a Tim Koordinasi Strategis;

c. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi kepada Tim
Pelaksana; dan

d. melaksanakan pngendalian dan evaluasi atas laporan dari Tim
Pelaksana.

Tim Pelaksana bertuSas:

a. men),usull jadwal dan rencanakerjaTim Koordinasi Strategis;

b. melakukan koordinasi yang diperlukan dalam pen)'usunan
kebljakan dan sftategi plaksanaan reforma agraia nasional;

c. melakukan pengumpulan dan penyrrsunan bahan, data, dan
informasi yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi kepustakaan
dan wawancara dengan semua pihak terkait, dalam rangka
koordinasi rcforma agr atia nasional;

d. menghimpun masukan dari paru pemangku kepentingan dr bidang
pertanahan serta instansi pemerintah, akademisi, praktisi dalam
bentuk seminar , workshop marpun FGD (Focus Group Discussion);

e. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi rcforma agraria nasionall dan

f. menyusun laporan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional melalui PenangSrng Jawab Kegiatan.

T enaga P endukung bertugas :

a. membantu pelaksanaan tuSas Tim Pelaksana dalam pengampt an
data dan informasi; dan

b. melakukan tuSas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh
Tim Pelaksana.

KETUJUH:...
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KEruJUH

KEDETAPAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Segala biaya yang diperlukan dalam rungka pelaksanaan tugas Tim
Koordinasi Strategis dlbebankan pada Anggarun Pend,apatan dan Belanja
NeSara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal dttetapkan dan berla}:r surut sejak
tang,al2 Januai 2019.

Ditetapkan di Jakafta
pada tan4gal30 Januari 2019

MENTERI PERENCANAAN PE,MBANGUNAN NASIONAL,/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGI.JNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJOMGORO

ttd

zt-
RR. futa Erawati



SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMA AGRARIA NASIONAL

SALINAN

LAMPIRAN

KEruTUSANMXNTERI PPN,/

KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP. 5 / M.PW{ / HW O 7 / 20 t9
TANGGAL S0JANUART 2019

Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Deputi Bidang Pengembangan Regional,
Kementerian PPN/Bappenas.

Direktur Tata Ruang dan Pertanahan
Kementerian PPN/ Bappenas.

Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama
Kementerian A8r aria dan T ata Ruang/BPN.

Kepala Sub Direktorat Pertanahan,
Kementerian PPN/Bappenas.

1. Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;

2. Direktur Sinkronisasi Urusan
Pemerintahan Daerah I, Direktorat
Jenderal Bina Pembangrnan Daerah,
Kemenlerian Dalam Negeri;

3. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

4. Direktur Perluasan dan Pe{indrngan
Lahan, Kemente rian Pertanianl

5. Direktur Pelayanan Pettaaahan
Transmigrasi, Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi;

6. Direktur Pefizinan dan Kenelayanan,
Kementerian Kelatlan dan P er lkanan;

A.

B.

c.

TIMPENGARAH

PENANGGUNGJAWAB

TIM PELAKSANA

Ketua

Sekretaris

Anggota

Wakil Ketua

7 . Kepala ...



7. Kepala Biro Hukum dan Hrbungan
Kemasyarakatan, Kementerian Agraria
danTatz Rtang/BPN;

8. Direktur Landreform, Kementerian
Agr ada dan T ata Ruang,/BPN;

9. Direktur Pengukuran dan Petnetaan
Dasar, Kementenan Agraia dan Tata
Ruang/BPN;

10. Direktur Pengukuran dan Pemeta.an
Kadastral, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN;

11. Direktur Pemberdayaan Hak Atas Tanah
Masyarukat, Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/BPN;

12. Kepala Pusat Data dan Informasi
Pefianahan) Tata Ruang dan Lahan
Pefianian Pangan Berkelanjutan;
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN;

13. Direktur Kehutanan dan Konservasi
Sumber Daya Air, Kementerian
PPN/Bappenas;

74. Kepala Bagtan Penyusunan Rencana, Biro
Petencanaan dan Kerjasama,
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN;

15. Kepala Bagian Program dan
Pengangatan, Biro Perencanaan dan
Kerjasama,, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN;

16. Kepala Bagian Kerja Sama, Biro
Perencanaan dan Kerjasama,
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN;

17 . Kepala Bagian Penl'antawan) Evahtasi, dan
Pelaporan,, Biro Perencanaan dan
Ker jasama, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN;

18. Kepala Sub Dfuektorut Tata Ruang,
Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan,
Kementerian PPN/Bappenas;

19. Kepala Sub Direktorat Informasi dan
Sosialisasi Brdang Tata Ruang dan
Pertanahan, Direktorat Tata Ruang dan
Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;

20. Ii'. Nana . ..
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20. Ir. Nana Apriyana, MT, Kementerian
PPN/Bappenas;

27. Awan Setiawan, SE, MM, ME,
Kementerian PPN/Bappenas;

22. Elmy Yasinta Ciptadi, ST, Kementerian
PPN/Bappenas;

23. Hernydawaty, SE, ME, Direktorat Tata
Ruang dan Peftanahan) Kementerian
PPN/Bappenas;

24. Khairul Rizal, ST, MPP, Kementerian
PPN/Bappenas;

25. A8un8 M.H. Dorojatoen, ST, M.Sc,
Direktorat Tata Ruang dan Perlanahan,
Kementerian PPN/Bappenas;

26. Raffli Noor, S.Si, Kementerian
PPN/Bappenas;

27 . Zulfakar, S.Kom, ME, Kementerian
PPN/Bappenas.

28. Sudira, S.Sos, Kementerian
PPN/Bappenas.

Kementedan

Kementerian

Kementerian

Kementerian

Kementerian

1D. TENAGAPENDUKUNG Tarina lqlima, ST,
PPN/Bappenas;

Sylvia Krisnawati,
PPN/Bappenas;

Cecep Saryanto,
PPN/Bappenas;

Ujang Srpriatna,
PPN/Bappenas;

Sapto Mulyono, SAP,
PPN/Bappenas.

MXNTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan ashnya
Kepala Biro Hukum,

Zz-
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RR. futa Erawati


